BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

erencanaan yang baik (good governance) merupakan isu

yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi

publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh
masyarakat kepada  pemerintah untuk  penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan sejalan dengan meningkatnya tingkat
pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola
lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi
bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya,
tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya
direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang
terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang
baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas
untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari
pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah
Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat. Secara periodik Kkinerja penyelenggaraan

pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi
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pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban
instansi  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Binjai sebagai salah satu
instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di
bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun
rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat
menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya,
dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis baik regional , nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan
langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas, yang
dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap
lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan
langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan
(strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan
tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses
yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam Rencana
Kerja (Renja) tahunan.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan
penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program
internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Lintas SKPD,

dan program lintas wilayah.
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1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Binjai adalah:

1.

7.

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
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Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Binjai Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai;
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15.

16.

17.

18.

1.3

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9).

Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Binjai.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kota

Binjai adalah:

1.

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil
dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan
prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan,
sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis,
evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal
Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan
(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1.

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
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2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang
semakin kompleks.

3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematik.
Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan
pemerintahan dan pembangunan.

5. Megembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang
berorientasi pada masa depan.

6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan
(stakeholders).

7. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders)

untuk menghadapi masa depan.
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjali
Tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I.PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I 1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB IIl. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telaahan terhadap RENSTRA Bappeda Kota Binjai Tahun 2011-2015

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Strategi dan Kebijakan
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BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

5.1 Pengantar
5.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPIJMD
6.1 Pengantar
6.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran SKPD

BAB VII. PENUTUP
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